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Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan, sehingga timbul berbagai
penghimpunan dana masyarakat yang berbasis lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya
yang dapat membantu permasal ahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan
informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia. Salah satu bentuk yang muncul ditengah kebutuhan
masyarakat dalam akses perolehan dana, yaitu peer-to-peer lending.

Akhir - akhir ini ramai diberitakan oleh media bahwa muncul masalah terkait penetapan suku bunga Peer-to-
peer lending. Hal ini disebabkan oleh penetapan bunga yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan
Bersamalndonesia (AFPI) dirasa cukup tinggi, yakni 0,8 % per hari. Penetapan bunga pinjaman peer-to-
peer lending diteteapkan oleh asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan penetapan
bunga yang menjadi kewenangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mana adalah
pelaku usaha penyelenggara usaha Peer-to-peer lending yang menjadi anggota asosiasi, dapat membuat
celah bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik usahatidak sehat, khususnya praktik kartel. Adapun jenis
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara
tertulis. Dari peneletian ini penulis berpendapat tindakan penetapan bunga pinjaman yang dilakukan oleh
AFPI tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun terjadinya persaingan usahatidak sehat.
Otoritas Jasa K euangan memang mebiarkan penetapan bunga peer-topeer lending diserahkan kepada
asosisasi dan masing ACAA masing penyelenggara karena peer-to-peer lending di Indonesia masih
tergolong baru dan masih dalam tahap awal, sehingga dibutuhkan keleluasaan dalam menjalankan usahanya
sehingga usaha peer-to-peer lending dapat berkembang dan maju kedepannya di Indonesia
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Not all people in Indonesia have access to banks, resulting in avariety of public fund raising based on non-
bank financial institutions and other financial institutions that can help with the problem of obtaining funds
from banks and followed by technology and information systems that are starting to develop rapidly in
Indonesia. One form that arises in the midst of community needs in access to funding is peer-to-peer
lending. Lately, it has been widely reported by the media that there are problems with setting Peer-to-peer
lending rates. Thisis caused by

the determination of the interest made by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) whichis
considered quite high, which is 0.8 percent per day. The determination of peer-to-peer lending lending rates
is determined by an association appointed by the Financial Services Authority (OJK). With the
determination of the interest that becomes the authority of the Indonesian Joint Funding Fintech Association
(AFPI) which is a Peer-to-peer lending business organizer that is a member of the association, it can create a
gap for business actors to carry out unhealthy business practices, especially cartel practices. The type of
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research used by the authors in this paper is normative juridical research, namely research that emphasizes
the use of written legal norms. From this research, the author is of the opinion that the determination of loan
interest by the AFPI does not result in monopolistic practices or unfair business competition. The Financial
Services Authority does indeed allow the determination of peer-to-peer lending rates to be submitted to the
association and each organizer because peer-to-peer lending in Indonesiais still relatively new and is still in
theinitia stages, so that flexibility is needed in conducting its business so that the peer-to business peers
lending can develop and move forward in Indonesia



